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I. PENDAHULUAN 

Otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan secara lebih luas setelah reformasi 1998 sebagai 

respons terhadap sentralisasi kekuasaan selama Orde Baru. Dengan diundangkannya UU No. 22 

Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah 

memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan 

pemerintahan. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan 

daerah, dan memperkuat demokrasi lokal. 

Namun, setelah lebih dari dua dekade, implementasi otonomi daerah menunjukkan berbagai 

tantangan, antara lain: 

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang 

Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena lemahnya pengawasan, terutama dalam 

pengelolaan anggaran daerah dan pemberian izin usaha. 

2. Ketimpangan Pembangunan 

Otonomi daerah belum sepenuhnya mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama 

antara daerah perkotaan dan pedesaan atau antara Jawa dan luar Jawa. 

3. Konflik Kepentingan Lokal dan Nasional 

Beberapa kebijakan daerah sering kali bertentangan dengan kepentingan nasional, 

misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam. 

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat 

Proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sering kali didominasi oleh elit politik dan 

tidak melibatkan masyarakat secara inklusif. 

5. Kurangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik 

Banyak pemerintah daerah masih mengandalkan cara-cara konvensional dalam pelayanan, 

yang cenderung lambat dan tidak efisien. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tujuan Seminar 

1. Mengidentifikasi Permasalahan dalam Implementasi Otonomi Daerah 

Seminar ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang muncul selama pelaksanaan 

otonomi daerah, baik dari aspek regulasi, tata kelola pemerintahan, maupun dampaknya 

terhadap masyarakat. 

2. Merumuskan Gagasan untuk Rekonstruksi Pemaknaan Otonomi Daerah 

Diskusi dalam seminar akan mengarah pada pembentukan pemahaman baru tentang 

otonomi daerah yang lebih relevan dengan tantangan dan kebutuhan saat ini, seperti 

penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. 

3. Menjembatani Kepentingan Lokal dan Nasional 

Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk menyelaraskan kebijakan 

lokal dengan agenda nasional tanpa mengorbankan kemandirian daerah. 

4. Mendorong Inovasi dalam Tata Kelola Daerah 

Seminar ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bagi pemerintah daerah untuk 

berinovasi, terutama melalui penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik. 

5. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat 

Seminar akan mengedukasi masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pentingnya peran 

aktif mereka dalam mendukung implementasi otonomi daerah yang inklusif dan 

demokratis. 

Dengan membahas rekonstruksi pemaknaan otonomi daerah, seminar ini menjadi wadah untuk 

menemukan solusi kolektif dalam memperkuat tata kelola daerah yang lebih responsif, adil, dan 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

 

II. KEGIATAN TRIDHARMA (Penunjang) 

1. Jenis Kegiatan : Seminar Nasional 

2. Lokasi Kegiatan : Semu Kampus Mendalo Fakultas Hukum Unja 

3. Waktu Pelaksanaan : Kamis, 21-11-2024 

4. Peserta  : Undangan Dosen dan mahasiswa 

5. Hasil yang dicapai : Hasil seminar akan dirumuskan sebagai rekomendasi konkret 

untuk pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah, khususnya dalam 

penyempurnaan regulasi terkait otonomi daerah. 

6. Penghargaan atau Sertifikasi yang Diterima 

 

III. PENUTUP 

Seminar ini menyoroti pentingnya rekonstruksi pemaknaan otonomi daerah di Indonesia sebagai 

respons terhadap berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah, yang awalnya 

dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi lokal dan mempercepat pembangunan, sering kali  



 
 

menghadapi kendala seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya akuntabilitas, dan minimnya 

partisipasi masyarakat. 

IV. LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Atasan         Tanda Tangan: 

 

 

 

(Suryawahyuni Latief, Ph.D)                          (Burlian Sanjaya, MA) 

 

          

 

Catatan: 

Laporan wajib dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah kegiatan. 

 


